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Abstract: Conflict and tension is by Noel James Coulson in Islamic jurisprudence that the 
law of God is always confronted with the process of human intellectual activity that tries 
to transform the law of God. Law is a system of commandments determined divinity. 
Rejecting the principle is basically leaving the faith in Islam. While the transformation of 
man-made law take its own shape in the system of rights and obligations. The validity of 
the theory is not appropriate because Coulson puts clerical dissent as a form of conflict 
and contradiction in the law of Islam, although in epistimologi Islamic law that is 
intended to understand and find the law is not to define or create it. In the social history 
of Islamic law distinction paradigms of legal thought, especially among ahl ra'yi and Ahl- 
Hadith is not something that reflects the nature of the conflict and discord among Islamic 
jurists but the difference is the difference in viewing epistimologi Islamic law  
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I. PENDAHULUAN 
Konflik dalam Yurisprudensi Islam 
merupakan karya yang kelima Noel James 
Coulson. Buku ini mengetengahkan 
penyelidikan Prof. Coulson mengenai 
hakikat hukum Islam dengan cara menguji 
enam sifat yang berlawanan. Keenam sifat 
itu adalah wahyu dan akal, kesatuan dan 
keragaman, otoritas dan kebebasan, 
idealisme dan realisme, hukum dan 
moralitas, serta stabilitas dan perubahan. 
Prof. Coulson mencoba mengarahkan 
sejarah perkembangan hukum Islam yang 
diperankan oleh para Hakim dan Mufti. 
Keenam prinsip konflik tersebut 
ditawarkan untuk diuji dan tidak harus 
dipandang sebagai aspek-aspek pemikiran 
hukum Islam yang terpisah dan berbeda 
melainkan harus dipandang sebagai topik 
yang saling berhubungan antara satu 
dengan lainnya. 
Dalam pandangan Noel James 
Coulson Yurisprudensi Islam atau hukum 
Islam adalah hukum Tuhan yang tidak 
memiliki kompromi, menurut keyakinan 
agama itu sendiri. Hukum adalah sistem 
tentang perintah Tuhan yang ditentukan 
secara ketuhanan. Menolak prinsip ini 
pada dasarnya meninggalkan keimanan 
dalam Islam. Ia juga mengatakan Tuhan 
memberikan, manusia yang mengatur.
1
                                                     
NJ Coulson mengatakan bahwa 
hukum Islam adalah keseluruhan proses 
aktifitas intelektual yang memastikan dan 
menemukan istilah keinginan Tuhan dan 
mentransformasikannya ke dalam suatu 
sistem hak dan kewajiban yang secara 
hukum dapat dilaksanakan. Dalam istilah-
istilah dan batasan-batasan seperti itulah 
ketegangan dan konflik pemikiran Islam 
timbul dalam pandangan Noel James 
Coulson.
2
 
Berkaitan dengan judul makalah 
yang dipaparkan dari pengertian konflik 
tersebut menunjuk kepada konflik sosial. 
Tetapi yang dimaksudkan dalam makalah 
ini pengertian konflik yang dimaksudkan 
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adalah konflik atau pertentangan antara 
stabilitas dan perubahan yang terdapat 
dalam hukum Islam. Untuk itu, makalah 
ini akan mengkaji lebih lanjut apa yang 
dimaksud oleh NJ Coulson dengan adanya 
konflik dan ketegangan antara stabilitas 
dan perubahan dalam hukum Islam. 
Kemudian teori NJ Coulson tersebut akan 
diakurasi validitasnya dari sudut 
epistimologi hukum Islam bahwa apakah 
benar terdapat konflik dan ketegangan 
antara stabilitas dan perubahan dalan 
hukum Islam. 
II. PEMBAHASAN 
A. Konflik dan Ketegangan antara 
Stabilitas dan Perubahan Dalam  
Teori Noel James Coulson 
Sebagaimana dikenal oleh sarjana 
hukum di barat pada umumnya, bahwa 
konflik berasal dari kontroversi 
pertanyaan mendasar mengenai hakikat 
hukum. Konflik pada dasarnya merupakan 
produk dari keragaman filsafat hidup dan 
ideologi politik yang populer di dalam 
peradaban barat dan juga keragaman pan-
dangan  tentang nilai-nilai akhir dan 
tujuan hidup manusia.
2
  
Konflik berasal dari bahasa Inggris 
Conflict yang memiliki arti percekcokan, 
konflik, perselisihan, pertentangan.
3
 Dari 
pengertian ini tampak bahwa konflik 
adalah pertentangan yang melibatkan dua 
pihak atau dua hal karena saling berbeda 
atau karena disebabkan perbedaan 
pandangan. Menurut Masdar farid 
Mas’udi, konflik dapat dibagi menjadi 
dua, konflik horisontal dan vertikal. 
Konflik horisontal yaitu konflik antara 
agama, etnis, dan sebagainya. Sedangkan 
konflik vertikal biasanya terjadi antara 
pihak yang dieksploitir, antara penguasa 
dan dikuasai. Khusus konflik jenis yang 
pertama cenderung berdampak negatif. 
Sedangkan konflik jenis kedua tidak 
selamanya berdampak negatif, bahkan 
terkadang diperlukan untuk sebuah 
perubahan. Hanya saja harus disertai 
mekanisme supaya tidak menimbulkan 
dampak penghancuran.
4
 Dalam hal ini 
harus diperbolehkan dengan baik, agar 
tidak sampai melibatkan aksi-aksi 
kekerasan. Konflik ini harus dikelola 
dalam bentuk yang lebih beradab. Konflik 
harus dibatasi pada perbedaan 
kepentingan yang kemudian 
diartikulasikan dalam perdebatan wacana. 
Konflik sendiri memang tidak bisa 
dihindari dalam kehidupan manusia, 
karena dapat menjadi energi perubahan. 
Yang terpenting adalah bagaimana 
mengelola konflik ditinjau dari pihak-
pihak yang terlibat konflik. 
Sedangkan jika ditinjau dari 
situasinya, menurut Coser, konflik terdiri 
dari konflik yang realitis dan konflik yang 
tidak realitis. Konflik yang realitis berasal 
dari kekecewaan terhadap tuntunan-
tuntunan khusus yang terjadi dalam 
hubungan dan dari perkiraan 
kemungkinan dan keuntungan para 
partisipan, dan yang ditunjukkan pada 
obyek yang dianggap mengecewakan. 
Sedangkan konflik yang tidak realitis 
adalah konflik yang bukan berasal dari 
tujuan-tujuan saingan yang antagonistis, 
tetapi dari kebutuhan untuk meredakan 
ketegangan, paling tidak dari salah satu 
pihak.
5
 
Dalam sejarah hukum universal 
hampir tidak tidak ada clash yang 
bergema antara kekuatan stabilitas dan 
kekuatan yang menggerakkan perubahan 
dibanding yang dihadapi Islam 
kontemporer. Stabilitas yang nampak di 
dalam benteng doktrin syari’ah yang telah 
dicatat di dalam kitab-kitab hukum 
abad pertengahan yang menggambarkan 
sistem hukum Tuhan yang benar secara 
universal dan terus-menerus bagi masing-
masing mazhab. Dengan menggunakan 
doktrin dari mazhab-mazhab yang lain 
dengan membebaskan para hakim dan ahli 
hukum dari doktrin taqlid yang otoriter 
dan mengijinkan kebebasan yang lebih 
besar bagi pemikiran hukum baik dengan 
jalan interpretasi wahyu Tuhan atau 
dengan cara solusi masalah yang tidak 
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secara khusus diatur oleh wahyu Tuhan, 
hukum syari’ah tetap mampu mengontrol 
kehidupan keluarga dan dalam beberapa 
kasus mempertegas kembali kontrol itu 
dengan kekuatan baru melalui 
kebangkitan moralisme hukum. 
Dalam Islamic Reform, Kerr 
mengata-kan bahwa yang mendasari 
tradisi pemi-kiran sosial Islam adalah 
kesadaran pesimistis tentang ketegangan 
antara ideal dan aktualitas, spiritual dan 
temporal, kebaikan dan kekuasaan, 
perintah Tuhan dan tingkah laku 
manusia.
6 
Sementara upaya penanggulangan 
konflik dan ketegangan dalam hukum 
Islam yang dikemukakan Coulson dalam 
sejarah hukum Islam telah terjadi sewaktu 
ter-bentuknya code Napoleon. Pada masa 
itu, Code Napoleon dinilai sebagai karya 
agung yang dianggap mampu 
mengakomodir semua kasus-kasus hukum 
ketika itu. Karena itu, hakim masa itu 
dianggap hanya sebagai mulut Undang-
undang dan  ke-puasan itu hanya 
berlangsung sesaat, karena ternyata 
kemudian dirasakan bahwa Code 
Napoleon itu banyak kekurangannya 
ketika berhadapan dengan kasus-kasus 
konkrit di pengadilan. Pada waktu itu 
disadari bahwa tidak mungkin hanya 
menerapkan begitu saja pasal-pasal yang 
baku dan statis pada kasus-kasus manusia 
dalam masyarakat yang bergerak 
dinamis.
7 
Atas dasar itu, maka ditempuhlah 
upaya-upaya mendekatkan hukum ideal 
kepada realitas, dipakailah penafsiran 
dengan macam-macam istilah seperti 
pengahalusan hukum, penemuan hukum 
dan lain sebagainya. Hal ini dilakukan 
untuk memenuhi rasa kepuasan dan rasa 
keadilan. Konflik dan ketegangan antara 
ideal hukum dan pelaksanaanya dalam 
masyarakat berlanjut sampai sekarang, 
dan akan terus berlanjut sampai sekarang, 
dan akan terus berlanjut karena kenyataan 
selalu adanya perubahan dalam 
masyarakat, lebih-lebih diera globalisasi 
sekarang ini.
8 
Kesenjangan antara idealitas dan 
realitas dalam hukum Islam misalnya 
yang sering diangkat dalam masalah yang 
terkait dengan keudukan perempuan. 
Selama ini sebagian masyarakat muslim 
menilai bahwa terkesan ada ketidak 
sesuaian antara cita-cita Islam untuk 
mengangkat harkat dan martabat kaum 
perempuan dengan kenyatan yang 
dihadapi oleh kaum muslimah diberbagai 
negeri Islam. 
Adanya realitas tersebut dan juga 
pada berbagai bidang kehidupan lainnya, 
telah mendorong dicetuskannya ide-ide 
pembaharuan oleh beberapa kalangan 
pemikir Islam. Seperti diketahui, sekitar 
dua abad terakhir ini, dikalangan umat 
Islam muncul gerakan-gerakan pembaruan 
pada berbagai lapangan dan bidang 
kehidupan. Gerakan-gerakan tersebut 
merupakan hasil refleksi kesadaran umat 
terhadap kebekuan dan kejumudan sejarah 
Islam selama beberapa abad lamanya yang 
dengan sendirinya menimbulkan kegelisa-
han intelektual di kalangan generasi muda 
Islam. Maka bermunculanlah tokoh-tokoh 
maupun kelompok cendekiawan Islam 
yang berusaha mendobrak kebekuan 
sejarah dan mencita-citakan terwujudnya 
relevansi antara Islam dan pemikiran abad 
modern. Mereka menggagas kebangkitan 
Islam dengan menawarkan ide-ide 
mengenai reformasi pemikiran Islam.
9 
Dalam bidang hukum, upaya 
pembaharuan dilakukan akibat munculnya 
kesenjangan antara materi hukum, seperti 
fiqih, dengan kenyataan sosial. Sasaran 
utama dari upaya ini ini adalah gugatan 
perlunya rujukan fikih pada sumber-
sumbernya dengan komitmen 
menghilang-kan otoritas yang berlebihan 
terhadap ulama-ulama abad pertengahan.
10
 
Melalui sarana ijtihad, pengembangan 
materi-materi hukum Islam dapat 
dilakukan untuk disesuaikan dengan 
kebutuhan-kebutuhan diberbagai daerah 
dan kenyataan-kenyataan sejarah yang 
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senantiasa berubah. Berarti, berupaya 
memunculkan ide-ide baru dalam rangka 
menyikapi perkembangan zaman. 
Upaya pembaharuan hukum Islam 
antara lain ditandai dengan upaya penin-
jauan ulang terhadap materi-materi fikih 
yang didasarkan atas penafsiran kembali 
terhadap nash. Hal ini dilakukan karena 
mengingat hasil penafsiran ulama-ulam 
terdahulu sangat kental dengan kondisi 
zamannya yang sudah tentu berbeda 
dengan kondisi masa kini.Jadi, pembaruan 
diper-lukan untuk pengaktualisasian 
ajaran-ajaran Islam yang berkaitan dengan 
aturan-aturan hukum sebagaimana 
terkandung dalam nash. Dalam hal ini, 
tidak berarti merubah atau meninggalkan 
nash-nash alquran atau hadis Nabi, namun 
sekedar mem-perbarui interpretasi 
terhadap nash-nash tersebut agar sesuai 
dengan perkembangan zaman. 
Dalam memahami hukum Islam ada 
dua hal yang harus diperhatikan yaitu: 
Pertama, bahwa hukum Islam berdimensi 
ilahiyah karena diyakini sebagai ajaran 
yang bersumber dari yang maha suci, 
maha sempurna dan maha Benar. Dalam 
dimensi ini, hukum Islam diyakini oleh 
umat Islam sebagai ajaran suci karena 
bersumber dari Yang Maha Suci, Maha 
Sempurna dan Maha Benar. Dalam 
dimensi ini hukum Islam diyakini oleh 
umat Islam sebagai ajaran suci karena 
bersumber dari Yang Maha Suci an 
sakralitasnya senantiasa dijaga. Dalam 
pengertian seperti ini, hukum Islam 
dipahami sebagai syari’at yang 
cakupannya sangat luas, tidak hanya 
terbatas dalam artian terminologi. Kedua, 
Hukum Islam berdimensi insaniyah. 
Dalam dimensi ini, hukum Islam 
merupakan upaya manusia secara 
sungguh-sungguh untuk memahami ajaran 
yang dinilai suci dengan melakukan dua 
pendekatan, yaitu pen-dekatan kebahasaan 
dan pendekatan maqashid. Dalam dimensi 
ini hukum Islam dipahami sebagai produk 
pemikiran yang dilakukan dengan 
berbagai pendekatan yang dikenal dengan 
sebutan ijtihad atau pada tingkat yang 
lebih tehnis disebut istinbat al-ahkam.
11 
Oleh karena itu diperlukan upaya-
upaya pengembangan melalui berbagai 
metode dan pendekatan yang senantiasa 
berpatokan pada nilai-nilai kemaslahatan 
yang menjadi tujuan hukum Islam dalam 
rangka menjadikan hukum Islam agar 
dapat terus aktual dalam kehidupan umat 
Islam. Karena hukum sebagai refleksi tata 
nilai yang diyakini masyarakat sebagai 
pranata dalam kehidupan masyarakat, 
berarti muatan hukum selayaknya mampu 
menangkap aspirasi masyarakat yang 
tumbuh dan berkembang, bukan hanya 
yang bersifat kekinian melainkan juga 
sebagai acuan dalam mengantisipasi per-
kembangan sosial, ekonomi, dan politik di 
masa depan. Pemikiran ini menunjukan 
bahwa hukum Islam bukan sekedar norma 
statis yang mengutamakan kepastian dan 
ketertiban, melainkan juga norma-norma 
yang harus mampu mendinamisasikan 
pemikiran dan merekayasa perilaku 
masya-rakat dalam mewujudkan cita-
citanya. 
Dalam rangka mengembangkan 
pemikiran dan studi hukum Islam dalam 
kehiduan masyarakat yang akan datang, 
sudah saatnya para pakar hukum Islam 
mempertimbangkan studi dan pemikiran 
hukum Islam dalam konteks sosiologi dan 
pendekatan sejarah sosial. Artinya studi 
dan pemikiran hukum Islam mempelajari 
faktor-faktor sosial, politik dan cultural 
yang melatar belakangi lahirnya suatu 
produk pemikiran hukum Islam dan dam-
paknya terhadap masyarakat. Serta adanya 
interaksi antara si pemikir hukum dengan 
lingkungan sosio-kultural atau sosio-
politik yang mengitarinya. Karena itu, jika 
hukum Islam tersebut tidak lagi responsif 
terhadap berbagai persoalan umat yang 
muncul karena perubahan zaman, maka 
hukum Islam tersebut harus dilakukan 
pembaruan untuk disesuaikan dengan 
perkembangan yang ada. 
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B. Validitas Konflik dan Ketegangan 
antara Stabilitas dan perubahan 
dalam Epistimologi Hukum Islam   
  Pendapat Coulson dan beberapa 
ahli studi orientalisme hukum Islam yang 
menyatakan terdapat konflik dan 
ketegangan dalam yurisprudensi Islam 
satu diantaranya adalan konflik dan 
ketegangan antara stabilitas dan 
perubahan ditolak oleh beberapa pakar 
hukum Islam seperti Muhammad 
Muslehuddin yang menyatakan bahwa 
pendapat Kerr dan juga Coulson salah 
dalam berpendapat tentang hukum Islam, 
yakni mereka mengatakan bahwa hukum 
Tuhan adalah pendapat para ulama dan 
perbedaan pendapat yang ada ten-tangnya 
dianggap sebagai konflik dan ketegangan 
dalam hukum itu sendiri padahal usaha-
usaha para ulama dalam menafsikan 
hukum Tuhan adalah di-maksudkan untuk 
memahami dan menemu-kan hukum 
bukan untuk menentukan atau 
menciptakannya.
12
 
Pernyataan Muhammad 
Muslehuddin di atas ada benarnya karena 
para ahli ahli studi orientalisme hukum 
Islam tersebut hanya memandang hukum 
Islam dalam perpspektif sejarah saja dan 
mereka tidak memahami substansi hukum 
Islam. Apalagi kebanyakan pembaca 
Barat lebih dekat dengan karya-karya dan 
kritik Islamis Barat tentang Islam dan 
mereka kurang akrab dengan tradisi dari 
kajian para sarjana Muslim yang telah 
berusaha mem-pertahankan tradisi mereka 
sesuai dengan sumber, standar, dan 
kriteria yang berasal dari alquran dan 
Sunnah Nabi. 
Studi Islam di Barat hanya didorong 
oleh kebutuhan akan kekuasaan kolonial 
untuk belajar dan memahami masyarakat 
yang mereka kuasai. Studi-studi mereka 
juga kurang deskriptif dan analistis, tetapi 
lebih bersifat historis dan terkaan. Hal ini 
adalah benar menyangkut karya-karya 
tertulis tentang agama Islam khususnya. 
Persoalan-persoalan tentang asal-usul 
Islam, derivasi pengetahuan dan gagasan-
gagasan nabi, kronologi susunan ayat-ayat 
alquran, otensitas hadits, dan materi-
materi lainnya, menjadi topik besar 
penelitian.
13
 
Padahal tradisi studi para pemikir 
hukum Islam seperti para imam mazhab 
yang diterima dari guru mereka dan 
diwariskan kepada para muridnya sebagai 
penerus kajian hukum Islam tidak 
berpaling dari sumber, standar, dan 
kriteria yang digariskan dalam alquran 
dan Sunnah Nabi. Baik alquran maupun 
hadis telah menjadi landasan 
epistimologis dalam pengembangan ruang 
pemikiran hukum yang bernama ijtihad 
dalam konteks penemuan hukum dalam 
Islam.  
Secara teori, hukum Islam sesung-
guhnya mempunyai konsep stabilitas dan 
perubahan dalam penerapannya di masya-
rakat jika hukum Islam dikaji 
doktrinasinya dan teori-teori hukumnya, 
maka hukum Islam sesungguhnya 
membawa ajaran stabilitas dan perubahan 
bagi masyarakat. Dengan demikian tidak 
terjadi pertentangan antara konsep 
stabilitas dan perubahan, stabilitas akan 
tercapai jika konsep per-ubahan doktrin-
doktrin hukum Islam ber-landaskan pada 
pola pembaharuan hukum Islam yang 
sesuai kriteria alquran dan hadis Nabi 
yang tidak mempertentangkan antara 
realitas sosial yang dalam istilah Mazhab 
Hanafi dan Maliki sebagai istihsan dan 
maslahah mursalah. 
Istihsan dan maslahah mursalah 
adalah sebuah hasil pemikiran futuristik 
dari Imām Hanafi dan Imām Mālik yang 
mencoba merealisasikan hakikat dan 
tujuan hukum Islam yaitu untuk 
kemaslahatan umat manusia di dunia 
modern dan di akhirat. Teori ini sesuai 
dengan pandangan Fathi al-Dharaini 
bahwa hukum Islam mempunyai tujuan 
yang pasti yaitu, kemaslahatan yang tidak 
keluar dari peraturan-peraturan hukum 
Islam yang berlandasakan pada hikmah 
syari’at Islam sebagai aktualisasi unsur 
ilahiyah.
 14
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Konsep perubahan hukum yang 
dibawa oleh hukum Islam adalah 
cerminan dari tujuan dan hakikat hukum 
Islam yang bertujuan untuk mewujudkan 
sebuah stabilitas kehidupan di dunia yang 
sesuai dengan maksud Tuhan sebagai 
pembuat syari’at. Tujuan dan hakikat 
hukum Islam tersebut terdiri dari empat 
aspek, yaitu; 1) mewujudkan 
kemaslahatan manusia di dunia dan 
akhirat, 2) realisasi kemaslahatan hukum 
Islam tersebut harus dipahami agar sesuai 
dengan fitrah manusia, 3) setalah 
mendapatkan pemahaman yang benar, 
maka hukum Islam harus dilaksanakan 
oleh orang Islam, 4) sehingga dapat 
memberikan perlindungan hukum dan 
ketenangan terhadap kaum muslim bahkan 
terhadap non muslim sekalipun.
15
 
Aspek kemaslahatan hanya dapat 
diwujudkan apabila lima unsur pokok 
tersebut dapat direalisasi, yaitu agama, 
jiwa, keturunan, akal dan harta.
16
 Karena 
itu, adanya pengkategorian kemaslahatan 
dunia dan akhirat menunjukkan bahwa 
watak peraturan hukum Islam yang 
memiliki cita-cita mulia karena 
menjadikan unsur spritual sebagai bagian 
terpenting dari materi-materinya. Di 
samping itu, memperhatikan pemeliharaan 
moral, sehingga para pelang-gar moral 
dan etika akan mendapatkan sanksi 
hukum. 
Aspek pemahaman terhadap hukum 
Islam terkait dengan dimensi bahasa. 
Esensi bahasa dalam hukum dimaksudkan 
sebagai alat untuk memahami kandungan-
kan-dungan hukum Islam yang bertujuan 
untuk merealisasikan kemaslahatan. 
Karena itu, peraturan hukum Islam dibuat 
dengan menisbatkan kepada bangsa dan 
bahasanya sendiri supaya masyarakat 
mampu mema-hami hukum yang 
terkandung dalam per-aturan hukum 
tersebut dengan cara memi-liki 
pengetahuan bahasa, pengetahuan tentang 
sumber hukum dan pengetahuan tentang 
sebab-sebab pembuatan peraturan hukum 
Islam.
17
 Syarat-syarat ini merupakan 
reprsentasi dari ciri-ciri dan dan struktur 
seluruh masyarakat dan kebudayaan yang 
menentukan ciri bahasa hukum tersebut. 
Aspek pelaksanaan hukum Islam, 
terkait dengan kemampuan manusia dalam 
melaksanakan ketentuan-ketentuan taklif 
yang ada dalam peraturan hukum tersebut. 
Kemampuan manusia dalam taklif dibagi 
ke dalam dua bagian. Pertama, ahliya al-
ada’, yaitu sifat atau kecakapan bertindak 
hukum seseorang yang telah dianggap 
sempurna untuk mempertanggung 
jawabkan seluruh perbuataannya, baik 
yang positif maupun yang negatif. Kedua, 
Ahliya al-wujub, yaitu sifat kecakapan 
seseorang untuk menerima hak-haknya, 
tetapi belum cukup untuk di bebani 
seluruh kewajibannya.
18 
Penentuan cakap 
tidaknya seseorang dalam bertindak 
hukum di samping dilihat dari segi 
akalnya juga disebabkan karena hukum 
biologis. Akal seseorang bisa berubah, 
kurang dan hilang sama sekali sehingga 
mengakibatkan mereka tidak cakap 
bertindak sebagai subjek hukum sehingga 
peraturan negara tidak dapat dipaksakan 
untuk dilaksanakan. 
Aspek perlindungan hukum, ber-
tujuan untuk membawa manusia dalam 
lindungan hukum Tuhan, sehingga ke-
hidupan manusia akan berada pada 
stabilitas dan keamanan serta ketertiban 
dalam masyarakat. Dengan kata lain, 
peraturan hukum Islam sesungguhnya 
berupaya membebaskan manusia dari 
pengaruh hawa nafsu dan untuk mewujud-
kan cita-cita tersebut maka peraturan 
hukum Islam harus memperhatikan 
kekuatan syari’at Islam yang berpangkal 
pada dua unsur pokok. Pertama, unsur 
moral yaitu unsur yang menghubungkan 
teks-teks hukum dengan jiwa individu 
sehingga mereka dapat menerima dan 
mentaati peraturan negara tersebut dengan 
baik dan mendorong untuk selalu 
menghormati serta merasa berdosa jika 
mengabaikannya. Kedua, unsur  saksi  
yaitu  ketetapan  hukum  sebagai  
konsekuensi  dari  siapa  yang melanggar 
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hukum seperti siksa, denda, pemecatan 
dan sebagainya.
19
                     
Ajaran dasar hukum Islam tersebut 
di atas ketika diimplementasikan oleh para 
pelaku hukum, khususnya pemimpin 
negara, hakim dan masyarakat akan 
memberikan stabilitas kehidupan sosial 
politik dan perubahan budaya kapitalis 
menuju budaya yang bersendikan agama. 
Stabilitas kehidupan sosial tersebut pernah 
tercipta pada masa pemerintahan Nabi 
Muhammad Saw dan Khulafa’ ar-Rasidun 
sebagai cerminan kehidupan yang diridhai 
oleh Allah sebagaimana yang ditegaskan 
oleh alquran (baldatun tayyibatun wa 
rabbun gafur). 
Sejarah sosial hukum Islam di sam-
ping dikembangkan oleh kelompok hadis 
dan kelompok ra’yi, keberadaan khalifah 
juga berperan penting dalam 
perkembangan hukum Islam, khususnya 
dalam mendorong perubahan dan 
pembaharuan hukum Islam serta 
menciptakan stabilitas dalam negara 
Islam. Tudingan-tudingan yang 
dilontarkan oleh para islamolog dan 
orientalis dalam studi mereka terhadap 
hukum Islam bahwa telah terjadi konflik 
dan ketegangan dalam sejarah sosial 
hukum Islam yang didasari oleh 
perbedaan antara keinginan Tuhan dan 
pemikiran para ahli hukum Islam tidak 
benar karena di samping alquran dan 
Sunnah Nabi, ijtihad dengan beebagai 
metode dan dalil hukumnya ternyata 
menjadi sumber ketiga dari hukum Islam.  
Fakta bahwa telah terjadi gesekan 
antara pengikut mazhab dalam imple-
mentasi hukum Islam dalam masyarakat 
memang benar tetapi perbedaan itu 
diakibatkan oleh sebuah perbedaan episti-
mologi dalam memahami alquran dan 
Sunnah dan perbedaan ini adalah legal dan 
bukan sesuatu yang tidak dibolehkan 
karena nabi sendiri telah menyatakan 
bahwa perbedaan itu adalah rahmat. Fakta 
ini justru tidak menjadi komoditas para 
islamolog dan orientalis dalam menyerang 
hukum Islam sebagai sebuah konflik dan 
ketegangan dalam hukum Islam. Konflik 
dan ketegangan antara pengikut mazhab di 
satu sisi dan kepentingan khalifah di sisi 
lain secara sosiologis ternyata diterima 
oleh kalangan orientalis sebagai sesuatu 
yang biasa saja karena issu ini bukan 
dijadikan sebagai bentuk konflik dan 
ketegangan dalam hukum Islam.  
Perbedaan pendapat dalam hukum 
Islam sendiri disebabkan oleh beberapa 
faktor yaitu yang berkaitan dengan 
sumber hukum dan metode ijtihad serta 
adat istiadat. Seperti diketahui bahwa 
sumber hukum Islam itu ada yang Qath’i 
al-Wurūd dan ada yang Zhanni al-
Wurūd.20 Sedangkan yang berkaitan 
dengan metode ijtihad adalah adanya teori 
tentang tahsin dan taqbih atau penilaian 
baik dan penilaian buruk, seperti penilaian 
orang bahwa baik dan buruk bukan 
sesuatu yang rasional. Misalnya, kenapa 
pria dibolehkan poligami sedang 
perempuan tidak dibolehkan berpoliandri, 
mengapa tindak pidan zina diperlukan 
empat orang saksi sementara tindak 
pidana pembunuhan cukup dua orang 
saksi padahal ancaman hukuman 
pembunuhan lebih berat dari zina, 
mengapa hukum bagi pencuri itu potong 
tangan sedang zina tidak padahal anggota 
badan tersebut sama-sama digunakan 
untuk melakukan tindak pidana. Selain 
itu, tema kebahasaan juga menjadi faktor 
pembeda dalam berpendapat. Misalanya 
dalam bahasa Arab dikenal istilah hakikat 
wa al-majāz, kalimat al-musytarak, al-
muthlaq wa al-muqayyad, al-am dan al-
khas dan lain-lain. 
21
 
Perbedaan lain adalah karena per-
soalan adat istiadat. Misalnya, masyarakat 
Madinah berpegang teguh pada konsep 
hukum kesukuan Arab bahwa dalam per-
kawinan adalah hak prerogatif anggota 
keluarga laki-laki. Seorang wanita tidak 
boleh mengadakan akad nikah sendiri 
melainkan harus menyerahkan kepada 
wali berapaun usia dan keadaan wanita 
tersebut. Sementara di Kufah suasananya 
lebih kosmopolitan karena masyarakatnya 
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yang heterogen, norma-norma kesukuan 
terasa asing kendati lebih rendah 
dibanding laki-laki tetapi wanita yang 
cakap boleh menikahkan dirinya tanpa 
menyertakan wali.
22
 
III. KESIMPULAN 
Konflik dan ketegangan yang 
dimaksud oleh Noel James Coulson dalam 
Yurisprudensi Islam adalah bahwa hukum 
Tuhan senantiasa berhadap-hadapan 
dengan proses aktifitas intelektual 
manusia yang mencoba mentransformasi 
hukum Tuhan. Hukum adalah sistem 
tentang perintah Tuhan yang ditentukan 
secara ketuhanan. Menolak prinsip ini 
pada dasarnya meninggalkan keimanan 
dalam Islam. Sementara transformasi 
hukum yang dibuat manusia mengambil 
bentuknay sendir dalam dalam sistem hak 
dan kewajiban. 
Validitas teori Coulson kurang tepat 
karena menempatkan perbedaan pendapat 
ulama sebagai bentuk konflik dan 
pertentangan dalam hukum Islam padahal 
dalam epistimologi hukum Islam hal 
tersebut dimaksukkan untuk memahami 
dan menemukan hukum bukan untuk 
menentukan atau menciptakannya. 
Dalam sejarah sosial hukum Islam 
perbedaan berbagai paradigama pemikiran 
hukum khususnya dari kalangan ahlu ra’yi 
dan ahlu hadis bukan sesuatu yang 
mencerminkan adanya bentuk konflik dan 
pertentangan di kalangan juris Islam tetapi 
perbedaan itu adalah perbedaan 
epistimologi dalam memandang hukum 
Islam. 
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